
 
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0009295.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
ALIANSI PETANI PADI DAN PALAWIJA ORGANIK BOYOLALI

 
 
Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LILIN ROYANI S.H., M.KN., sesuai salinan

Akta Nomor 12 Tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat oleh LILIN ROYANI, S.H., M.KN.
tentang  Pengesahan  Badan  Hukum Perkumpulan  ALIANSI  PETANI  PADI  DAN
PALAWIJA  ORGANIK  BOYOLALI  tanggal  30  Agustus  2022  dengan  Nomor
Pendaftaran 6022083033101529 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan;

  b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ALIANSI PETANI PADI DAN PALAWIJA
ORGANIK BOYOLALI;

 
 

M E M U T U S K A N :
Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
  ALIANSI PETANI PADI DAN PALAWIJA ORGANIK BOYOLALI
  Berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI, sesuai salinan Akta Nomor 12 Tanggal 22

Juli  2022  yang  dibuat  oleh  LILIN  ROYANI,  S.H.,  M.KN.,  yang  berkedudukan  di
KABUPATEN BOYOLALI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2022.
 

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2022



 
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0009295.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
ALIANSI PETANI PADI DAN PALAWIJA ORGANIK BOYOLALI

 
 
1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA NO
KTP/PASSPORT

ORGAN
PERKUMPULAN

JABATAN

SISWADI ENDRO SUBROTO 3309131009730003 PENGURUS KETUA
SAGIYO WIDOYO SUMARTO 3309121412520001 PENGURUS SEKRETARIS
SUTARMAN 3309130106629004 PENGURUS BENDAHARA
SAWAL 3309123112540029 PENGAWAS PENGAWAS

 
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2022.

 
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2022


